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Kebijakan Vaksinasi

PERPRES  99 TAHUN 2020 TTG PENGADAAN  VAKSIN 

DAN PELAKSANAAN  VAKSINASI  DLM RANGKA 

PENANGGULANGAN PANDEMI CORONA VIRUS 

DISEASE 2019 (COVID-19

Konsiderans menimbang:

c. bahwa dalam percepatan pengadaan Vaksin COVID-19 dan Vaksinasi

COVID-19 memerlukan langkah-langkah luar biasa (extraordinary) dan

pengaturan khusus untuk pengadaan dan pelaksanaannya;
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Koordinasi Pemda
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Pasal 21 (6):

Menteri Dalam Negeri

memberikan dukungan

dgn mengoordinasikan

pemerintah daerah

provinsi dan pemerintah

daerah kabupaten/kota

dalam pelaksanaan

Vaksinasi COVID-19.

R

O

L

E

M

O

D

E

L



KEMENTERIANDALAMNEGERI REPUBLIK INDONESIA

Peran Pemda

Pasal 20

Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat

menyediakan pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

untuk mendukung pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 pada daerah masing-
masing.

Pasal 21:

(1) Dalam rangka mendukung percepatan dan kelancaran pelaksanaan

pengadaan Vaksin COVID-19 dan Vaksinasi COVID-19, 
kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah

daerah kabupaten/kota memberikan dukungan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(13) Gubernur dan bupati/wali kota memberikan dukungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. dukungan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 termasuk dukungan 

anggaran; 

b. dukungan lainnya yang diperlukan.
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Sasaran & Lingkup

PROVINSI

• DINKES

KAB/KOTA

• DINKES

FASKES

• RS.

• KLINIK.

• PUSKESMAS

• KKP

Perencanaan, Pelaksanaan, Sbr daya & Monev

Equity

Efektifitas

Efisiensi

Responsibilitas

Keadilan

Kesamarataan
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ATENSI
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01 Pahami dgn baik Kep. KA. BPKP no 6/2021 sbg pedoman utama

Was vaksinasi.

Antisipasi revisi Renwas 2021 (Permendagri 23/2020): fokus & 

sasaran, sbr daya pendukung (4 M) .

APIP PROV, KAB/KOTA AGAR:

Susun RKP, KKP, instrumen (monev), bentuk tim, bangun

hotline/rumah koordinasi.

Ikuti & taati skhema pelaporan berjenjang sebagaimana telah

diatur didlm pedoman pengawasan.

RAKYAT SEHAT, NEGARA KUAT, 

EKONOMI BERKEMBANG



APIP for The Better Nation Health

Terima Kasih


